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ABSTRAK 
 
INDRA FANI (B11107047), dengan judul skripsi Analisis Putusan Mengenai 
Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim Karena 
Wali Adhal. (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks.), 
(dibimbing oleh)Mustafa Bola dan Achmad masing-masing sebagai 
pembimbing I dan pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dasar & pertimbangan hukum 
majelis hakim dalam menetapkan Wali Adhal, cara penggugat bermohon pada 
Pengadilan Agama Makassar untuk peralihan dari Wali Nasab ke Wali Hakim 
karena Wali Adhal serta proses penyelesaian perkara Wali Adhal di Pengadilan 
Agama Makassar. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, spesifiknya di Pengadilan Agama 
Makassar. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang 
berwenang dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan data 
sekunder yaitu data yang diperoleh dari undang-undang, buku, jurnal, majalah, 
opini, data website dan lainnya. Keseluruhan data tersebut adalah data 
kepustakaan yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. 
 
Berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh penulis selama 
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Dasar dan pertimbangan hukum 
majelis hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks ini 
telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah kandung (wali) 
pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon 
suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon tidak mau 
hadir dalam persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P) tentang 
penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan 
menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan 
bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai. (2) 
Proses pengajuan perkara wali Adhal sama dengan pengajuan permohonan 
pada umunya, yaitu dimulai dari tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar 
biaya  perkara, pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan 
panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-pihak yang 
bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara tersebut pada waktu yang 
ditentukan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan 
atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan 
perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. 
Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi 
suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Penggunaan adat 
atau adat tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum 
agama tertentu pula. 
Pengesahan secara hukum suatu perkawinan biasanya terjadi 
pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan perkawinan ditanda-
tangani. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang 
dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang 
berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan 
keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan perkawinan 
dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka 
dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. 
Perkawinan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; 
kata itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata nikkah (bahasa Arab: احاك ن ل ) 
yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata 
lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (bahasa Arab: حاك ن) yang 
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berarti persetubuhan.(http://www.scribd.com/doc/27490383/Pengertian-
Nikah-Kata-Nikah-Berasal-Dari-Bahasa, 14 Oktober 2013) 
Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk 
senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama 
dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. 
Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukan 
perkawinan yang di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 1 
Tahun 19974 tentang Perkawinan. Perkawinan amat penting bagi 
kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan 
perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara 
terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang 
berkehormatan di antara makhluk Tuhan lainnya. 
Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting. Karena 
dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan 
hidup baik secara sosial biologi, psikologis maupun secara sosial. 
Seseorang dengan melangsungkan perkawinan maka dengan sendirinya 
semua kehidupan biologisnya bisa terpenuhi.   
Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk 
menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat 
banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. 
Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam 
kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri dan sah 
secara hukum. 
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Untuk memberikan reaksi tersebut manusia menyerasikan dengan 
sikap dan tindakan dengan orang lain, hal ini disebabkan karena pada 
dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk 
menjadi satu dengan manusia lainnya. Dan keinginan untuk menjadi satu 
dengan lingkungan alam sekelilingnya. (Soerjono Soekanto, 1990 : 115) 
Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar 
seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling 
besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat 
pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling 
besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan 
sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara 
keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit 
yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga 
ketenteraman jiwa. 
Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk 
suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: "Perkawinan 
merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang 
pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa." 
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Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan 
ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya 
ikatan lahir dan batin inilah perkawinan merupakan satu perbuatan hukum 
di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena 
perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau 
kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan 
keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan 
ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak 
dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus 
dilaksanakan. 
Menurut hukum Islam, perkawinan antara mempelai laki-laki 
dengan mempelai perempuan dilakukan di depan dua orang saksi laki-laki 
dengan menggunakan kata-kata ijab kabul. Ijab dicapkan pihak 
perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya atau 
wakilnya, sedang kabul adalah pernyataan menerima dari pihak laki-laki. 
Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap 
tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 
Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 
yan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 
menikahkannya. 
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan 
adanya wali dalam pernikahan. Imam Idris as. Syafi‟I beserta penganutnya 
berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rasullulah SAW 
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diantaranya yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, 
yaitu : 
.ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ وﻟﻴﻬﺎ إذ ن ﺑﻐﻴﺮ نﻜﺤﺖ إﻣﺮأة اﻳﻤﺎ 
Artinya : Barang siapa di antara perempuan yang nikah dengan 
tidakseizin walinya, maka nikahnya batal. 
Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang 
hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah 
itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. 
Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. 
Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk 
melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya 
serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah.  Namun demikian 
dalam pelaksanaannya juga ditemukan adanya perselisihan mengenai 
wali, di mana dalam praktek adakalanya perkawinan yang telah disepakati 
atau disetujui oleh calon suami maupun calon isteri tetapi ternyata ada 
pihak lain yang keberatan, yaitu wali nikah atau walinya adhal atau 
enggan atau membangkang. 
Padahal wali nikah adalah merupakan salah satu rukun nikah, 
dalam sabdanya Rasulullah Saw mengatakan “Tidak ada Nikah tanpa 
wali” artinya perkawinan tidak sah apabila tidak disetujui oleh wali. 
Terhadap hal ini tentunya memerlukan upaya penyelesaian melalui 
penetapan hakim Pengadilan Agama. Berhubungan dengan hal di atas 
inilah maka penulis tertarik untuk mengambil judul“ANALISIS PUTUSAN 
MENGENAI PERKARA PERALIHAN PERWALIAN DARI WALI NASAB 
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KEPADA WALI HAKIM KARENA WALI ADHAL.(Studi Kasus Putusan 
Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi dasar & pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama Makassar dalam menetapkan wali adhal? 
2. Bagaimanakahcara proses dari awal masuknya perkara 
sampai dengan penyelesaian perkara wali adhal ini di 
Pengadilan Agama Makassar? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang termuat 
dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui dasar & pertimbangan hakim Pengadilan 
Agama Makassar dalam menetapkan wali adhal. 
2. Untuk mengetahui proses dari awal masuknya perkara sampai 
dengan penyelesaian perkara wali adhal ini di Pengadilan 
Agama Makassar. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar 
bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan 
sebagai bahan rujukan dan referensi bagi mahasiswa untuk 
menyelesaikan tugas-tugas kampus yang berhubungan 
dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perkawinan 
I. Pengertian, Tujuan dan Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, 
yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalahsalah satu asas pokok 
hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang 
sempurna. (Sulaiman Rasjid, 2010 :374) 
Perkawinan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah 
tangga tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya. 
Banyak pendapat yang diberikan orang mengenai pengertian 
perkawinan ini, akan tetapi pendapat-pendapat tersebut tidak 
memperlihatkan adanya pertentangan antara suatu pendapat dengan 
pendapat lainnya.Diantaranya pendapat-pendapat tersebut antara lain 
adalah: 
a. Menurut Wahbah al-Zuhaily: (Wahbah al-Zuhaily, 1989 : 29) 
perkawinan adalah akad yang memperbolehkan terjadinya al-
istimah (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau 
melakukan wathi‟, dan berkumpul selama wanita tersebut 
bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, 
atau sepersusuan. 
b. Menurut Hanabilah: (Abdurrahman Al-Jaziri, 1986 : 3) 
nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang 
bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk 
bersenang-senang. 
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c. Menurut Sajuti Thalib: (Moh. Idris Ramulyo, 1996 : 2) 
perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk 
hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-
menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. 
d. Menurut Hazairin: (Ibrahim Hosen, 1971 : 65) 
inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. 
Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada 
hubungan seksual. 
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh 
karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai 
ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa 
perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, 
dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Zainuddin Ali, 2007 : 7) 
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia 
dan kekal dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung 
seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena 
sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. 
Sehingga pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan 
jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. (K. Wantjik 
Saleh, 1976) 
Dalam perspektif ajaran Islam perceraian hidup merupakan “pintu 
darurat” yang akan digunakan untuk  mengatasi perpecahan dan kemelut 
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dalam suatu rumah tangga yang tidak dapat atau mungkin lagi untuk 
didamaikan setelah diusahakan oleh kedua belah pihak keluarga suami-
isteri dengan itikad baik dan berulang-ulang mengadakan islah atau 
rekonsiliasi  antara kedua suami-isteri, namun tidak berhasil, termasuk 
pula dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh dua orang Hakam (Juru 
Damai) yang ditunjuk Pengadilan Agama yang berasal dari keluarga pihak 
suami dan isteri tetapi tidak berhasil mendamaikannya. (Rahmadi Usman, 
2006 : 270) 
Ahmad Azhar Basyir (2000 : 86) menyatakan bahwa tujuan 
perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup 
manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. 
Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan (2004 : 206) 
mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah bukan saja untuk hidup 
dalam pergaulan yang sempurna dalam mengatur rumah tangga yang 
diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai, tetapi terutama 
sebagai suatu tali yang amat teguh dalam memperkokoh tali 
persaudaraan antara kaum kerabat si isteri. 
Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu 
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 
dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang). 
Soemiyati (1986 : 8) menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan 
dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan 
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berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
suatu keluargayangbahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan mengikuti 
ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah. 
Tujuan-tujuan tersebut tidak selamanya dapat terwujud sesuai 
harapan, adakalanya dalam kehidupan rumah tagga terjadi salah paham, 
perselisihan, pertengkaran, yang berkepanjangan sehingga memicu 
putusnya hubungan antara suami istri. Penipuan yang dilakukan salah 
satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dikemudian hari 
setelah perkawinan dilangsungkan diketahui oleh pihak lain dapat 
dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.  
Dasar Hukum Perkawinan. 
1) Dalil Al-Quran 
Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut: 
“Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak 
yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang 
kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu 
takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang” 
 
Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu untuk 
melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah 
adil dalam memberikan kepada isteri berupa pakaian, tempat, giliran dan 
lain-lain yang bersifat lahiriah.ayat ini juga menerangkan bahwa islam 
memperoleh poligami dengan syarat-syarat tertentu. 
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Menurut Al-Quran, Surat Al A‟raaf ayat 189 berbunyi : 
“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan 
daripadanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa 
senang” 
 
Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga 
antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu 
kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang 
salingmencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah). 
2) Dalil As – Sunnah 
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud r.a dari Rasulullah yang 
bersabda: 
“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian 
memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat 
lebih baik menahan pandangan dan menjaga 
kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki 
kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab 
puasa itu merupakan kendali baginya.” (H.R. Bukhari-
Muslim) 
 
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang dianjurkan oleh syara 
sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32:“Dan kawinilah 
orang-orang yang sendirian diantara kamu dari hamba sahaya laki-laki 
dan perempuan yang patut...” dan Rasulullah pun memerintahkan kepada 
setiap pemuda yang telah cukup untuk segera menikah, karena dengan 
menikah itu akan lebih kuasa menahan mata dan hasrat. Namun bila tidak 
kuasa maka hendaklah berpuasa karena itu akan menjadi penjaga 
baginya. 
Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun 
karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 
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macam, yaitu: (http://kuakutawaringin.blogspot.com/2012/09/dasar-
hukum-perkawinan.html, 27-01-2013) 
1. Wajib 
Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah 
mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya 
calon untuk dinikahi, maka ia wajib untuk menikah, karena menjauhkan 
diri dari hal yang haram adalah wajib. Rasulullah bersabda : 
“Barang siapa mempunyai kesanggupan untuk beristri, tetapi tidak 
mau beristri, maka bukanlah ia termasuk golonganku.” (HR. 
Thabrani) 
 
2. Sunnah 
Adapun bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu 
menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, 
hukum menikah baginya adalah sunnah. Baihaqi meriwayatkan hadist 
dari Abu Umamah bahwa Nabi SAW pernah bersabda: 
“Nikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya jumlah 
kalian dibandingkan dengan umat-umat lain. Dan janganlah kalian 
seperti pendeta-pendeta nasrani.” 
 
3. Haram 
Bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir 
dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan 
pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka 
hukumnya haram untuk menikah. Qurthubi berkata: 
“Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya, aau 
tidak mampu membayar maharnya, atau memenuhi hak isterinya, 
maka haram ia menikah, sebelum ia dengan terus terang 
menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Begitupun kalau ia karena 
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dengan suatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, 
maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar calon istri 
tidak tertipu olehnya.” 
 
Demikian pula sebaliknya, bagi perempuan, bila ia sadar dirinya tidak 
mampu memenuhi hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan 
ia tidak mampu memenuhi kebutuhan batin suaminya, seperti karena 
penyakit, maka ia wajib menerangkan semua itu kepada calon 
suaminya. Perkawinan jadi haram apabila ada unsur penipuan dalam 
perkawinan tersebut. 
 
4. Makruh  
Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir 
batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum 
perkawinannya adalah makruh. 
II. Pencegahan Perkawinan 
Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan 
perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Perncegahan 
perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang 
akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat 
dalam Pasal 13 Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat 
dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat 
melangsungkan perkawinan. (Zainuddin Ali, 2007 : 33) 
Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut 
mengenai pencegahan perkawinan ini. Tidak diaturnya mengenai 
pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak 
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mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap 
sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang. ( K. Wantjik Saleh, 
2006 : 29) 
Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu 
perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta 
perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat 
dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat 
pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada 
dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata 
mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya. (Rahmadi 
Usman, 2006 : 282) 
Dalam Pasal 14 sampai 16 Undang-undang Perkawinan 
dinyatakan siapa-siapa yang berhak mengajukan pencegahan 
perkawinan, yaitu: 
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari 
salah seorang calon mempelai. 
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai. 
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai. 
4. Wali dari salah seorang calon mempelai. 
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai. 
6. Pihak-pihakyang berkepentingan. 
7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai. 
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8.  Pejabat yang ditunjuk, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam 
daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan 
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Pegawai 
pencatat perkawinan memberitahukan mengenai permohonan 
pencegahan perkawinan dimaksud kepada calon-calon mempelai. 
Selanjutnya pengadilan akan memeriksa permohonan pencegahan 
perkawinan tersebut menurut hukum acara perdata yang berlaku. 
(Rahmadi Usman, 2006 : 282) 
Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan 
pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada 
pengadilan oleh yang mencegah. Selama (permohonan) pencegahan 
perkawinan belum dicabut, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. 
Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau 
membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya 
pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada 
pencegahan perkawinan. (Rahmadi Usman, 2006 : 283) 
Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat 
perkawinan berkenaan dengan pelanggaran: 
a. Calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi calon 
mempelai wanita. 
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b. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita 
terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan. 
c. Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang 
lain. 
d. Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua 
kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu 
dilarang untuk kawin ketiga kalinya. 
e. Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata 
cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Pegawai pencatat perkawinan akan menolak melangsungkan 
perkawinan, jika setelah dilakukan penelitian berpendapat, bahwa 
terhadap perkawinan tersebut ada larangan  menurut undang-undang 
untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal penolakan, maka 
permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh 
pegawai pencatat perkawinan oleh pegawai perkawinan akan diberikan 
“suatu keterangan” tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan 
penolakannya. (Rahmadi Usman, 2006 : 283) 
Para pihak yang perkawinannya ditolak,berhak mengajukan 
permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat 
perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk 
memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan 
penolakan di atas. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa perkaranya 
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dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan 
menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan 
dilangsungkan. Ketetapan pengadilan ini hilang kekuatannya jika 
rintangan yang mengakibatkan penolakan hilangdan para pihak yang ingin 
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud hendak 
melangsungkan perkawinan. (Rahmadi Usman, 2006 : 283) 
III. Pembatalan Perkawinan 
Pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab 
disebutfasakh. Fasakh terbentuk dari akar kata fa-sa-kha yang secara 
etimologiberarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan 
perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. 
Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir 
bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, 
berikut:Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama 
berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan 
Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 
pernikahan. (Amir Syarifuddin, 2011: 242) 
Definisi tersebut di atas mengandung beberapa kata kunci yang 
menjelaskan hakikat dari fasakh, yaitu : 
a) Kata pembatalan mengandung arti bahwa fasakh mengakhiri 
berlakunyasuatu yang terjadi sebelumnya. Hal ini berbeda dengan 
kata pencegahan yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu 
sebelum perbuatan dilaksanakan.  
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b) Ikatan pernikahan yang mengandung arti bahwa yang dinyatakan 
tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah perkawinan dan 
tidak terhadap yang lainnya.  
c) Pengadilan Agama mengandung arti pelaksanaan atau tempat 
dilakukannya pembatalan perkawinan itu adalah lembaga peradilan 
yang dalam hal ini adalah pengadilan agama. Hal ini berbeda dengan 
putusnya perkawinan dengan thalaq yang menurut sebagian ulama 
fiqh tidak mesti dilakukan di pengadilan agama.  
d) Tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan 
agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum 
pernikahan. Ungkapan ini merupakan alasan terjadinya fasakh, yaitu 
pengaduan pihak isteri atau suami yang dapat dibenarkan dan/atau 
pernikahan yang telah berlangsung ke tahun kemudian hari tidak 
memenuhi ketentuan hukum perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2011: 
242) 
Putusnya perkawinan atau disebut juga dengan perceraian ada 
yang terjadi atas inisiatif dari suami,yang disebut thalaq, ada yang 
merupakan inisiatif dari isteri dengan cara mengajukan ganti rugi yang 
disebut khulu‟. Fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, 
yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat 
dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata 
terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan 
maupun dari diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin 
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dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu. (Amir Syarifuddin, 
2011: 243) 
Dasar hukum pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 37 PP 
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 yaitu batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh 
pengadilan. Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat 
dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis daripada Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam memuat 
masalah pembatalan nikah. Sementara pengertian tentang pembatalan 
nikah dikaitkan dengan nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid yaitu jika 
tidak terpenuhinya salah satu syarat nikah dalam syariat Islam, sedangkan 
nikah bathil adalah jika perkawinan tidak memenuhi rukun nikah. 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pembatalan 
perkawinan diatur dalam Bab IV Pasal 22-28, dalam bab ini diterangkan 
alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan para pihak yang berhak 
mengajukan pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari 
dibatalkannya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam 
pembatalan perkawinan diatur dalam Bab XI, materi rumusannya hampir 
sama dengan yang dirumuskan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974. 
Yang penting untuk dicatat, rumusan KHI lebih jelas terperinci pembedaan 
alasan pembatalan, yaitu Pembatalan atas pelanggaraan larangan “batal 
demi hukum” (Pasal 70 KHI) dan Pembatalan atas pelanggaran syarat, 
“dapat dibatalkan” (Pasal 71 KHI). (Abd. Shomad, 2010: 281) 
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Dengan ditegaskan kembali apa yang telah ditetapkan dalam 
Pasal 24–28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 70 menetapkan bahwa perkawinan 
batal (batal demi hukum) apabila: 
1) suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan 
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah 
satu dari keempatnya itu dalam iddah atau talak raj‟i;  
2) seorang menikahi bekas istrinya yang telah di-li‟an-nya;  
3) seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak 
olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan 
pria lain yang kemudian bercerai lagi ba‟da dukhul dai pria tersebut dan 
telah habis masa iddahnya;  
4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan 
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang 
menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan;  
5) istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
istri atau istri-istrinya.  
Kemudian Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa 
suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:  
1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;  
2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);  
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3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;  
4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak;  
6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa. Kompilasi Hukum Islam 
juga mengatur tentang pembatalan nikah yang disebabkan karena 
perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu,atau salah 
sangka. Apabila ancaman sudah berhenti atau yang bersalah sangka 
itu menyadari keadaannya, dan dalam waktu enam bulan setelah itu 
masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak menggunakan 
haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya 
gugur.  
Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan 
Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di 
tempat tinggal kedua suami istri. Acara pembatalan perkawinan 
dilaksanakan dengan acara untuk gugatan perceraian. Pengadilan Agama 
dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan memperlakukan 
ketentuan pembatalan perkawinan diajukan dalam suatu permohonan 
sehingga akan berakhir dengan keputusan berupa penetapan 
(Beschikking). Pembatalan suatu akad perkawinan mulai berlaku setelah 
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan 
berlaku surut sejak berlangsungnya akad perkawinan, kecuali terhadap 
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anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, suami atau istri yang 
bertindak atas iktikad baik, serta orang ketiga sepanjang mereka 
memperoleh hak dengan iktikad baik sebelum keputusan hukum yang 
tetapitu. Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk akad 
perkawinan yang tidak sah, baik setelah terjadi persetubuhan antara 
suami-istri maupun belum. Sambil menunggu penyelesaian proses 
embatalan perkawinan, maka sejak diketahui tidak sahnya akad 
perkawinan itu suami-istri dilarang berkumpul agar tidak terjadi wati 
syubhat antara keduanya, yakni persetubuhan yang diragukan sahnya 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 
2 Tahun 1954. (Abd. Shomad, 2010: 281) 
Terjadinya fasakh dapat secara garis besar dibagi ke dalam dua 
sebab, yaitu:  
1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata 
kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang 
rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut terdapat 
halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti 
ini yang dalam kitab fiqh disebut fasakh. Bentuk ini dari segi 
diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu:  
a) Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau 
dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan 
perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Misalnya 
akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang 
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berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, 
atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah 
ayah angkat. Hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. Jika salah satu 
pihak keluar dari agama Islam, hal ini menyalahi persyaratan yang 
keduanya harus beragama Islam. Antara suami-isteri ituternyata 
bersaudara atau ada hubungan nasab, mushaharah, atau persusuan. 
Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami isteri suka 
atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.  
b) Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar 
masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan 
tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan 
perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Misalnya perkawinan 
yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat 
dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang 
melangsungkan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk 
melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.  
2. Fasakh yang terjadi karena ada dari suami atau isteri terdapat 
sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena 
jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau 
keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan 
khiyar fasakh. (Amir Syarifuddin, 2011: 243)  
25 
 
Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan menentukan alasan-alasan untuk menuntut batalnya 
perkawinan, antara lain :  
a) adanya perkawinan rangkap (dubble huwelijk)  
b) tiadanya kata sepakat pihak-pihak atau salah satu pihak  
c) tiadanya kecakapan untuk memberikan kesepakatan  
d) belum mencapai usia untuk kawin  
e) keluarga sedarah atau semenda  
f) perkawinan antara mereka yang melakukan overspel  
g) perkawinan ketiga kalinya antara orang yang sama  
h) tiada izin yang disyaratkan  
i) ketidakwenangan pejabat catatan sipil  
j) perkawinan dilangsungkan walaupun ada pencegahan. (Titik Triwulan 
Tutik, 2008: 124)  
Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 hanya 
menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-
pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan di daerah hukumnya 
yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal 
isteri, suami atau isteri. (Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975).  
Adapun pada Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 23 
dan Pasal 24. Sedangkan dalam KHI diatur dalam Pasal 73. pihak-pihak 
tersebut antara lain: 
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 
isteri. Misalnya bapak atau ibu dari suami atau isteri, kakek atau nenek 
dari suami atau isteri.  
b. Suami isteri, suami atau isteri. Artinya bahwa inisiatif permohonan itu 
dapat timbul dari suami atau isteri saja, atau dapat juga dari keduanya 
secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.  
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 
Pejabat yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan 
perundang-undangan (Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini 
urusan tersebut masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan 
Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.  
d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung 
terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan 
tersebut diputuskan.  
Disebutkan juga bahwa barang siapa yang karena perkawinan 
tersebut masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas 
dasar masih adanya perkawinan tersebut, dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat 
(2) dan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
IV. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi 
hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal 
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bahwa keduanya merupakan sesuatu  yang harus diadakan. Dalam suatu 
acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti 
perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. 
Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu 
adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau 
unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang 
berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang 
berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur 
yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak 
merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Amir Syarifuddin, 2009: 59) 
Rukun Nikah 
Rukun nikah adalah sebagai berikut: 
1. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan 
terlarang secara syar‟i untuk menikah. Di antara perkara syar‟i 
yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si 
wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi 
oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan 
penyusuan. Atau, si wanita sedang dalam masa iddahnya dan 
selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang 
kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang 
muslimah. 
2. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang 
menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali 
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mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau 
dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” (“Aku nikahkan 
engkaudengan Fulanah”). 
3. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau 
yang mewakilinya, dengan menyatakan, “Qabiltu Hadzan 
Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (“Aku terima pernikahan 
ini”) atau “Qabiltuha.” Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz 
inkah dan tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-
Qur`an. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala: 
 ﺎ  ﻣ ﻠ ﻓ         ﻳ   ﺎ  ﻬ  ن  ﻣ ا     و ﺎ  ﻬ  ﺎ  ن   و   
Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya 
terhadap istrinya (menceraikannya), zawwajnakaha 
(Kami nikahkan engkau dengan Zainab yang telah 
diceraikan Zaid). (Al-Ahzab: 37) 
4. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu 
menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan 
pengantin laki-laki. Dalam hadits disebutkan: 
   إ    ﻟ  و ﺑ      ﺎ   ن 
Artinya: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.(HR. Al-
Khamsah kecuali An-Nasa`i) 
Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya 
enggan menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak 
perwalian atasnya dengan dalil sabda Rasulullah 
Shallallahu„Alaihi Wa Sallam: 
  ﻥﺎ    ﻠ  ﻟﺎ ﻓ    ﻟ  و   ﻥ  ﻣ       ﻟ  و    ﻟ 
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Artinya: Maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita 
yang tidak memiliki wali. (HR. Abu Dawud) 
5. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau 
tidaknya suatu pernikahan. Hadits Jabir bin Abdullah 
Radhiyallahu „Anhuma: 
Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi 
yang adil. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i) 
Syarat Nikah 
Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut 
adalah: (Zainuddin Ali, 2007 : 12) 
A. Bagi calon mempelai pria  
- beragama islam 
- laki laki 
- jelas orangnya 
- cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga 
- tidak terdapat halangan perkawinan 
B. Bagi calon mempelai wanita 
- beragama islam 
- perempuan 
- jelas orangnya 
- dapat dimintai persetujuan 
- tidak terdapat halangan perkawinan 
Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun 
dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah 
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satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti 
calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi 
pasangannya. (suami isteri) baik dari pihak laki-laki maupun 
dari pihak perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan. 
(Zainuddin Ali, 2007 : 13) 
C. Bagi wali dari calon mempelai wanita 
- Laki-laki 
- Beragama islam 
- Mempunyai hak perwaliannya 
- tidak terdapat halangan untuk menjadi wali 
Selain syarat wali nikah di atas, perlu di ungkapkan bahwa 
wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita 
dengan pria lain. Karena wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai 
wanita yang bertindak menikahkannya. Wanita yang menikah 
tanpa wali berarti perkawinannya tidak sah. Ketentuan ini 
didasari oleh hadis Nabi Muhammad yang mengungkapkan: 
Tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali. 
Status wali dalam perkawinan merupakan rukun yang 
menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Dalam 
pelaksanaan akad nikah atau yang biasa disebut ijab qabul 
(serah terima) penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai 
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perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul dilakukan oleh 
mempelai laki-laki. (Zainuddin Ali, 2007 : 15) 
D. Syarat saksi nikah 
- minimal dua orang saksi 
- menghadiri ijab qabul 
- dapat mengerti maksud akad 
- beragama islam 
- dewasa 
Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, 
perlu diungkapkan bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah 
merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena 
itu perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. 
Kehadiran saksi dalam suatu akad mempunyai nilai persyaratan 
dalam persaksiannya dan menentukan sah tidaknya akad 
nikah.  Selain saksi merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan 
untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi 
dikemudian hari, apabila seorang suami atau isteri terlibat 
perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. Saksi-
saksi yang menyaksikan dapat dimintai keterangan 
sehubungan dengan  pemeriksaan perkaranya. Karena dalam 
pelaksanaannya selain saksi harus hadir dan menyaksikan 
secara langsung akad nikah, saksi diminta menandatangani 
akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 
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dilangsungkan, sehingga nama, umur, agama atau 
kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman, dicantumkan 
dalam akta nikah. (Zainuddin Ali, 2007 : 20) 
E. Syarat-syarat ijab qabul 
- adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
- Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 
- memakai kata-kata nikah atau semacamnya 
- antara ijab dan qabul bersambungan 
- antara ijab dan qabul jelas maksudnya 
- orang yang terkait dengan ijab tidak sedang 
melaksanakan ikhram haji atau umrah 
- majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 
empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang 
mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang 
mewakiliknya, dan dua orang saksi 
Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh 
pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, 
diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan 
penandatangan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat 
secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah 
yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh 
pihak lain. 
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B. Perwalian 
I. Pengertian dan Macam-macam Wali 
Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang 
yangkarena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas 
namaorang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang 
yangbertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad 
nikah.(Amir Syarifuddin, 2006 : 69) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan 
sebagaipengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang 
melakukanjanji nikah dengan laki-laki.(Tim Penyusun Kamus Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989 : 1007) 
Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan 
olehagama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang 
ataubarang.(Kamal Muchtar, 1974 : 92) 
Begitu pula dalam Fiqh Sunnah disebutkan bahwa wali ialah 
suatuketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai 
denganbidang hukumnya.(Sayyid Sabiq, 1982 : 7) 
Dapat disimpulkan bahwa wali dalam perkawinan adalah 
seseorangyang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang 
melakukan janjinikah atas nama mempelai perempuan. 
Macam-macam Wali. 
1. Wali Nasab 
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Dilihat dari kata nasab, bahwa yang berhakmenjadi wali adalah 
orang-orang yang masih kerabat. Dengan kata lainwali nasab adalah wali 
yang berhubungan tali kekeluargaan denganperempuan yang akan nikah. 
(Amir Syarifuddin, 2006 : 75) 
Keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi walimenurut 
urutan sebagai berikut: 
a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan priamurni, 
yaitu: 
- Ayah 
- Ayah dari ayah 
- Dan seterusnya ke atas 
b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis pria murni,yaitu: 
- Saudara kandung 
- Saudara seayah 
- Anak dari saudara kandung 
- Anak dari saudara seayah 
c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu: 
- Saudara kandung dari ayah 
- Saudara se bapak dari ayah 
- Anak saudara kandung dari ayah 
- Dan seterusnya ke bawah 
Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam, 
sedangkancalon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut 
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di atasbelum baligh, atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak 
bicaradengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali 
pindahkepada wali yang berikutnya.(Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 
1991/1992 : 29-30) 
2. Wali Hakim 
Yang dimaksud wali hakim ialah yang diangkat oleh 
pemerintahuntuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan. Sesuai 
denganPeraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1981 yang ditunjuk 
olehMenteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan 
AgamaKecamatan. 
Wali hakim dapat bertindak mengantikan kedudukan wali nasab 
apabila: 
a. Wali nasab tidak ada 
b. Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak 
memberikuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada ditempat 
c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya 
d. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh 
e. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali adhal) 
f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan 
dibawahperwaliaanya, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak 
ada(Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1991/1992 : 31) 
3. Wali Muhakkam 
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Apabila wali nasab tidak dapat menjadi wali karena sebab-
sebabtertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan 
denganwali muhakkam yang diangkat oleh kedua calon mempelai. 
(Ahmad Azhar Basyir, 1996 : 42) 
II.  Kedudukan dan Syarat-syarat Wali 
1. Menurut Fiqh 
Adanya wali dalam suatu perkawinan dan perkawinan 
dianggaptidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam 
pasal 19Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan 
rukunyang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 
untukmenikahkannya. 
Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang 
keharusanadanya wali dalam perkawinan. Imam Idris as. Syafi‟I beserta 
penganutnyaberpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist 
Rasullulah SAWdiantaranya yang diriwayatkan oleh At- Tirmidziberasal 
dari Siti Aisyah,yaitu: 
ام يا ةأرمإ تحك و ري غ ب نذإ ا ٍي لَ ا ٍحاك ى ف لطا ب. 
Artinya: Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin 
walinya, maka nikahnya batal.(At-Tirmidzi, Al-Jam al-Shohih, 
1998 : 407) 
Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan 
yanghendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali 
nikahitu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. 
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Di samping alasan berdasarkan hadist di atas, Imam 
Syafi‟Imengatakan pula alasan menurut Al-Qur‟an antara lain: 
a. Firman Allah Q.S an-Nur : 32 
اُ  ح كو أ  َ    ما ي   ا    كى  م   هي  ح لا  لا  َ    ه  م      ا       ك  ا  م إ  َ  .... 
Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara 
kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba 
sahayamu yang laki-laki dan perempuan…. 
b. Firman Allah Q.S al-Baqoroh : 
...   َ    اُ  ح كى     هي   ر   م لا     ح   ا  ُى  م   ي.... 
Artinya:…… Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik 
(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 
Kedua ayat Al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, 
mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-
orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-
laki muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknyawanita muslim dilarang 
dinikahkan dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai 
kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan 
seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut 
ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau 
wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang. (Mohd. 
Idris Ramulyo, 1995 : 5) 
Menurut Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat 
dalamperkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya 
mengatakanbahwa akibat ijab aqad nikah yang diucapkan oleh wanita 
yang dewasadan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga 
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menurut Abu Yusufdan Imam Malik, beliau mengemukakan pendapat 
berdasarkan analisisdari Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut: 
a. Firman Allah Q.S Al-Baqarah : 230 
ن   ف ا  ٍ    ط    ف   ل  ح     ًل ه م     ب      ح    كى  ا   َ     ي  ر ي   
Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yangkedua), 
maka perempuan itu tidak halal baginya sebelumdia menikah 
dengan suami yang lain. 
b. Hadist Rosullulah : 
بي ث لا قحا ا ٍس ف ى ب هم ا ٍي لَ رك  لاَ ٌا رمأ س ي ٌا ُ با. 
Artinya: Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari padawalinya, 
sedangkan anak perawan, bapaknya harus mintaizinnya (Riwayat 
Abu Dawud).(Abu Dawud, 1996 : 20) 
Berdasarkan Al-Qur'an dan hadist tersebut, Mazhab 
Hanafimemberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan 
dirinyadengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam 
urusanperkawinan.(Mohd Idris Ramulyo,1995 : 7) 
Jadi, menurut Mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu 
tidakmerupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki 
maupunperempuan yang hendak menikah sebaiknyamendapat restu atau 
izinorang tua. 
 
2. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 
Dalam pasal 6 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 
perkawinan diatur sebagai berikut: 
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- Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapaiumur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin dari 
kedua orangtua (pasal 6 ayat 2). 
- Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
duniaatau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 
maka izindimaksud ayat 2 ini cukupdiperoleh dari orang tua yang 
mampumenyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3). 
- Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaantidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh 
dari wali,orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungandarah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup 
dan dalamkeadaan dapat menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 4). 
Syarat-syarat Wali. 
Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa 
syarat,yaitu: 
1. Islam 
2. Baligh 
3. Merdeka (bukan budak) 
4. Laki-laki 
5. Berakal sehat 
6. Adil, artinya tidak fasik(Dzakiah Darajat, 1995 : 77) 
Namun demikian, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali 
tidakdinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali 
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dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas 
kesopananyang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan 
jiwa orang yangdiutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.(Sayyid 
Sabiq,1982 :7) 
III.  Wali Adhal 
Wali Adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak 
.Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau 
menikahkanatau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak 
perempuannya denganseorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan 
anaknya.(Ahrum Haerudin, 1999 : 47) 
Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya 
untukdinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (se-kufu), dan 
walinyaberkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak 
menikahkannyasetelah ternyata bahwa keduanya se-kufu, dan setelah 
memberi nasihat kepadawali agar mencabut keberatannya itu.(Sulaiman 
Rasjid, 2004 : 38b) 
Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang 
wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak 
orang tuanya/ walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang 
hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, 
mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon 
menantunya yang telahmenjadi pilihannya, mungkin karena orang tua 
telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu 
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disadari bahwa orang tua dan anaksama-sama mempunyai tanggung 
jawab, bagaimana menentukan jodoh yangsesuai dengan harapan dan 
cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana 
orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain.Bahkan dalam 
kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-
lakipilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur 
hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan 
perlu dihindari. 
Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan 
kepadaPengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan 
adhalnyawali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat 
bertindakmelaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan 
PengadilanAgama tentang adhalnya wali. 
C. Putusan Pengadilan 
I. Pengertian Putusan 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya 
melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. 
Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap 
jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang diikuti 
dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik 
tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian konklusi. Jika 
semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan 
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pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 
pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap 
musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak 
dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. (Yahya Harahap, 2011 : 797) 
Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada 
uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan 
akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, diambilnya suatu 
putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang 
disengketakan. (Yahya Harahap, 2011 : 797). Berdasarkan putusan itu, 
ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan 
objek yang disengketakan. 
II. Susunan dan Isi Putusan 
Dalam wujud atau bentuknya suatu putusan hakim terdiri dari 
“kepala” (judul), pertimbangan-pertimbangan dan “amar” atau “diktum”. 
(Moh. Taufik Makarao, 2009 : 126) 
Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu; 1) kepala 
putusan, 2) identitas para pihak, 3) pertimbangan dan 4) amar. (Moh. 
Taufik Makarao, 2009 : 126) 
a) Kepala Putusan 
Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyi kepala pada bagian 
atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa” (Pasal 4(1) UU No. 14/1970). Kepala putusan ini 
memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan 
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ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak 
dapat melaksanakan putusan tersebut. 
Di lingkungan peradilan agama: Tiap penetapan dan putusan 
dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Pasal 57 (2) UU 
No. 7/1989 tentang Peradilan Agama). 
b) Identitas Pihak-Pihak Yang Berperkara 
Sebagaimana biasanya bahwa dalam suatu perkara atau gugatan 
itu mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak yang saling berhadapan 
yaitu penggugat dan tergugat, maka di dalam putusan harus dimuat 
identitas para pihak; nama, alamat, pekerjaan dan nama dari kuasa 
hukumnya apabila para pihak menguasakannya kepada orang lain. 
c) Pertimbangan atau Alasan-Alasan 
Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri dari 
dua bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan tentang 
pertimbangan hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No. 14/1970 
menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata 
harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan 
dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok 
perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang 
berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan. 
Meskipun pasal tersebut sudah menentukan bahwa gugatan dan 
jawaban dalam putusan dimuat secara ringkas saja, namun dalam 
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praktek dapat terjadi seluruh gugatan dan jawaban dimuat dalam 
putusan. Adanya alasan sebagai dasar putusan menyebabkan putusan 
mempunyai nilai obyektif, selain itu juga mempunyai wibawa. 
Putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya 
merupakan alasan untuk kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan, 
(MA.tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969, MA.tgl. 16-12-1970 No. 492 
K/Sip/1970), namun tidak menyebutkan dengan tegas peraturan hukum 
mana yang menjadi dasar putusan tidak mengakibatkan putusan 
tersebut batal (MA.tgl. 27-7-1970 No. 80 K/Sip/1969). Selain itu, 
putusan pengadilan yang didasarkan atau pertimbangan yang 
menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan (MA.tgl. 1-9-1971 No. 
372 K/Sip/1970). 
d)  Amar atau Diktum Putusan 
Sebagaimana telah dikemukakan dalam membicarakan isi gugatan 
salah satu isinya adalah petitum yaitu apa yang diminta atau dituntut 
supaya bisa diputuskan oleh hakim. Putusan hakim adalah menjawab 
permintaan atau tuntutan ini, apakah mengabulkan atau menolak 
gugatan tersebut. Dalam amar ini dimuat suatu pernyataan hukum, 
penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya keadaan hukum dan isi 
putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu 
prestasi tertentu. Yang paling penting dalam amar atau diktum itu 
ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok 
perselisihan itu. 
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III. Bentuk& Sifat Putusan Pengadilan 
Untuk mengetahui bentuk putusan pengadilan agama dapat 
merujuk kepada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, 
Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 UU No. 7 Tahun 1989. 
Kemudian selain daripada pasal-pasal yang disebut di atas, masalah 
bentuk putusan Peradilan Agama ditegaskan lebih lanjut dalam 
penjelasan Pasal 60. Dari ketentuan-ketentuan inilah dapat diketahui 
bentuk produk keputusan yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama, yang 
terdiri dari “penetapan” dan “putusan”. (Yahya Harahap, 2005 : 305) 
a) Bentuk Penetapan 
Kapan suatu putusan Pengadilan Agama disebut berbentuk 
penetapan ditegaskan dalam penjelasan Pasal 60. Menurut penjelasan 
ini yang disebut dengan penetapan adalah putusan pengadilan atas 
perkara “permohonan”. (Yahya Harahap, 2005 : 305) 
Jadi, bentuk putusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau 
corakgugat. Putusan penetapan menyesuaikan diri dengan sifat gugat 
permohonan. Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya 
dengan penetapan. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan 
yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim 
juga disebut beschikking dalam arti luas. 
Tentang apa dan bagaimana membicarakan yang dimaksud 
dengangugat yang bersifat permohonan sudah dibahas saat 
membicarakan masalah gugatan. Di situ sudah dijelaskan, gugat 
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permohonan adalah gugat yang bersifat volunteer dengan ciri dan 
berbagai asas yang melekat pada dirinya. Untuk sekedar mengulang 
kembali ciri dan asas yang melekat pada gugat volunteer yang tiada 
lain daripada gugat permohonan yang dimaksud dalam UU No. 7 
Tahun 1989, dapat diringkas sebagai berikut. Cirinya merupakan gugat 
secara “sepihak”. Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak 
lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang dalam 
permohonan ada nama orang lain, tapi orang lain itu bukan 
berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam 
gugat yang bersifat volunteer hanya sebagai objek. Ciri yang lain, tidak 
ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan. Tujuannya hanya 
untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri 
pemohon. Misalnya permohonan penetapan ahli waris, tidak 
bermaksud menyelesaikan persengketaan keahliwarisan dan 
pembagian harta warisan dengan pihak ahli waris yang lain, namun 
hanya sekedar menetapkan status pemohon sebagai ahli waris dari 
seorang pewaris tertentu. Ciri selanjutnya, petitum yang diperbolehkan 
dalam gugat dan bersifat permohonan hanya bersifat declaratoir. Oleh 
karena itu amar yang dijatuhkan pun harus bersifat declaratoir. (Yahya 
Harahap, 2005 : 306) 
Mengenai asas yang melekat pada putusan penetapan, pertama 
asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya “kebenaran 
sepihak”. Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan hanya 
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kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon. Kebenarannya tidak 
menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni 
kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon. Sama 
sekali “tidak mengikat siapapun” kecuali hanya mengikat kepada diri 
pemohon saja. Dari kedua asas ini, lahirlah asas ketiga, yang 
menegaskan putusan penetapan “tidak mempunyai nilai kekuatan 
pembuktian” kepada pihak manapun. Asas selanjutnya, putusan 
penetapan “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”. Amarnya saja 
bersifat declaratoir, mana mungkin mempunyai nilai kekuatan eksekusi. 
Jadi putusan penetapan hanya merupakan “kebenaran sepihak”, “tidak 
mengikat kepada pihak lain”, “tidak mempunyai kekuatan eksekutorial”. 
b) Bentuk Putusan 
Bentuk putusan Pengadilan Agama yang lain ialah “putusan”. Yang 
dimaksud dengan keputusan yang berbentuk putusan menurut 
penjelasan Pasal 60 adalah : “Keputusan pengadilan atas perkara 
gugatan berdasarkan adanya sengketa”. Lazimnya gugat yang bersifat 
sengketa atau yang mengandung sengketa disebut gugat contentiosa. 
Dari gugat contentiosa menurut penjelasan Pasal 60, diproduksi 
penyelesaian atau settlement yang berbentuk “putusan”. (Yahya 
Harahap, 2005 : 307) 
Tentang permasalahan gugat contentiosa sudah dibicarakan 
secara ringkas pada saat menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan 
gugatan. Oleh karena itu, uraian mengenai keputusan yang berbentuk 
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putusan sekaligus meliputi apa yang telah diterangkan pada bagian 
tersebut. Seperti yang telah diuraikan pada bagian yang dimaksud, 
setiap gugat yang bersifat contentiosa pada prinsipnya akan 
mewujudkan putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir dan 
berkekuatan “eksekutorial”. 
(i) Bersifat Partai 
Untuk lebih jelas memahami keputusan pengadilan yang 
berbentuk “putusan” yang bersifat condemnatoir dan “eksekutorial”, 
mari kita tinjau dengan singkat ciri dan asas yang melekat pada 
gugat contentiosa. Ciri utamanya, apa yang diperkarakan 
mengandung sengketa antara dua atau beberapa orang anggota 
masyarakat terjadi hubungan hukum timbal balik. Dari hubungan 
hukum yang timbal balik tersebut terjadi perselisihan oleh karena 
salah satu pihak tidak melakukan persetujuan atau melakukan 
perbuatan wanprestasi. Misalnya dalam hubungan hukum jual-beli, 
pembeli ingkar melaksanakan pembayaran harga barang yang dibeli. 
Hubungan hukum suami istri dalam bentuk perkawinan, suami 
melanggar hak dan kewajiban sehingga menimbulkan perselisihan 
dan pertengkaran. Dalam hubungan hukum warisan, salah seorang 
ahli waris tidak memberi bagian ahli waris yang lain. Atau bisa juga 
karena tindakan perbuatan melawan hukum, suami menganiaya istri, 
seorang ahli waris merampas bagian ahli waris yang lain dan 
sebagainya. Oleh karena gugat yang contentiosa mengandung 
49 
 
sengketa, sudah barang tentu persengketaan tidak mungkin 
diselesaikan secara sepihak. Penyelesaian setiap sengketa mesti 
melibatkan dua atau beberapa pihak, yakni pihak-pihak yang 
bersengketa. Dari sinilah lahir asas yang menentukan setiap gugat 
yang bersifat gugatan contentiosa mesti “bersifat partai”. Ada pihak 
penggugat dan ada pula pihak tergugat. Sertiap perkara yang 
mengandung sengketa tidak bisa diselesaikan melalui gugat 
volunteer atau permohonan. Ambil contoh sengketa perceraian tidak 
bisa diselesaikan dengan volunteer. Begitu pula dengan sengketa 
pembagian harta warisan, tidak bisa volunteer. Salah satu yang 
merasa dirugikan haknya, harus menarik pihak lain sebagai tergugat. 
(ii) Bersifat Contradictoir 
Asas lain yang melekat pada perkara contentiosa, proses 
pemeriksaan mesti bersifat contradictoir. Maksudnya, tata cara 
pemeriksaan perkara dilakukan jawab-menjawab secara timbal-balik. 
Tergugat mesti dipanggil menghadiri pemeriksaan sidang 
pengadilan. Dalam sidang pemeriksaan, kepada pihak tergugat 
diberi hak bebas dan leluasa untuk membela hak dan 
kepentingannya atas gugatan penggugat. Kepada penggugat diberi 
pula hak untuk menanggapai pembelaan tergugat. Maka terjadilah 
dalam pemeriksaan persidangan suatu dialog langsung dalam 
bentuk replik dan duplik. Di samping replik dan duplik, kepada 
penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugat. 
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Sebaliknya kepada pihak tergugat diberi pula hak untuk mengajukan 
“bukti lawan” atau tegen bewijs untuk melumpuhkan pembuktian 
penggugat. Kemudian kepada para pihak diberi hak untuk 
mengajukan “konklusi” atau “kesimpulan”.Begitulah asas 
contradictoir yang melekat pada gugat contentiosa. Asas ini tidak 
boleh dilanggar sepanjang para pihak dengan patuh menaati 
panggilan menghadiri pemeriksaan sidang pengadilan. Lain halnya 
bila pihak tergugat tidak mau menghadiri sidang pemeriksaan 
sekalipun sudah dipanggil secara patut dan resmi. Dalam hal yang 
seperti itu, undang-undang memberi pengecualian. Hakim dapat 
menyelesaikan perkara melali proses verstek sesuai dengan 
ketentuan Pasal 125 HIR atau Pasal 149 RBG. Pemeriksaan dan 
putusan dapat dilakukan hakim tanpa hadirnya tergugat. Atau jika 
salah satu pihak tidak mau hadir mengikuti pemeriksaan selanjutnya 
sekalipun sudah resmi diberitahu tanggal pemunduran sidang yang 
akan datang, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, 
pemeriksaan yang demikian tetap dianggap bersifat contradictoir 
tanpa jawaban atau bantahan dari pihak yang tidak hadir. Hal itu 
tersirat dalam ketentuan Pasal 127 HIR atau Pasal 151 RBG. Dalam 
kasus yang seperti itu pemeriksaan perkara tidak dapat perlu 
diundur. Dapat tetap dilanjutkan walaupun pihak lawan tidak hadir. 
Karena dalam hal yang seperti itu, pihak yang tidak hadir dianggap 
tidak sungguh-sungguh lagi membela kepentingannya dalam perkara 
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yang bersangkutan. Dia dianggap sudah rela menerima apa saja 
yang dikemukakan pihak lawan. 
(iii) Bersifat Condemnatoir 
Oleh karena dalam perkara yang didasarkan pada gugat 
contentiosa bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan, pihak 
penggugat dapat menuntut agar hakim “menghukum” pihak tergugat. 
Pihak penggugat dapat menuntut putusan condemnatoir dalam 
petitum gugatan, yakni meminta kepada hakim agar tergugat 
“dihukum” menyerahkan, membongkar, mengosongkan, membagi, 
melakukan atau tidak melaukan sesuatu atau untuk membayar 
sejumlah uang. Condemnatoir yang dijatuhkan, sesuai dengan apa 
yang diminta penggugat dalam petitum. 
Demikian prinsip yang terkandung dalam gugat contentiosa 
dapat diminta dan dijatuhkan putusan yang bersifat condemnatoir 
dalam salah satu amar putusan. Itu sebabnya dalam putusan 
perkara contentiosa dapat sekaligus digabung amar yang deklarator 
dengan condemnatoir. Sedang dalam gugat volunteer di samping 
tidak boleh mengajukan tuntutan atau petitum gugat yang 
condemnatoir, tidak mungkin sekaligus memuat amar yang 
declaratoir dan condemnatoir. Misalnya dalam sengketa pembagian 
harta warisan. Penggugat dapat menuntut agar dijatuhkan putusan 
yang bersifat declaratoir yang langsung dibarengi dengan 
condemnatoir. Penggugat dapat menuntut agar dia dan para 
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tergugat dinyatakan sebagai ahli waris. Tuntutan ini jelas bersifat 
declaratoir, lantas tuntutan tersebut dibarengi dengan petitum untuk 
menghukum para tergugat menyerahkan dan mengosongkan serta 
membagi harta terperkara di antara penggugat dan tergugat. 
Tuntutan ini jelas bersifat condemnatoir. Maka berdasarkan petitum 
tersebut hakim bisa mengabulkan keduanya. Sehingga antara amar 
declaratoir berbareng bergabung dengan amar condemnatoir. 
Memang secara formal setiap amar condemnatoir harus didahului 
amar declaratoir. Secara formal amar condemnatoir tidak dapat 
berdiri sendiri. Dia baru dapat dijatuhkan jika didahului dengan amar 
declaratoir. Rasionya, tidak mungkin menyatakan sesorang berhak 
atas harta warisan sebelum orang yang bersangkutan dan harta 
terperkara dinyatakan sebagai ahli waris dan hata warisan dari orang 
tuanya. Tidak mungkin menhukum orang lain untuk menyerahkan 
harta warisan tersebut kepada orang tadi sebelum dia dinyatakan 
sebagai orang yang berhak atasnya. 
Tidak otomatis setiap perkara contentiosa bersifat 
condemnatoir. Ini perlu diingat. Juga tidak selamanya hakim mesti 
menjatuhkan amar condemnatoir pada setiap gugat contentiosa. 
Pada prinsipnya, amar condemnatoir baru dapat dijatuhkan hakim 
apabila hal itu diminta penggugat dalam petitum gugatan. Bila 
penggugat sendiri tidak menuntut putusan yang mengandung amar 
condemnatoir, bagaimana mungkin hakim mengabulkannya. Jika 
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penggugat tidak mengajukan petitum gugatan yang condemnatoir, 
lantas hakim dalam putusannya mencantumkan amar condemnatoir, 
berarti hakim telah “mengabulkan yang melebihi” dari yang digugat. 
Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas ultra 
petitum partium,dan hal itu dilarang oleh Pasal 178 ayat (3) HIR atau 
Pasal 189 ayat (3) RBG. 
(iv) Mengikat Kepada Para Pihak 
Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung 
kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari 
gugatan yang bersifat contentiosa telah dijatuhkan putusan oleh 
pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang 
berperkara. Bersamaan dengan itu, putusan mengikat: 
- Terhadap para pihak yang berperkara, 
- Terhadap orang yang mendapat hak dari mereka, dan 
- Terhadap ahli waris mereka. 
Demikian jangkauan kekuatan mengikat putusan. Tidak 
menjadi soal apakah putusan tersebut bersifat declaratoir atau 
condemnatoir, dengan sendirinya menurut hukum putusan 
mempunyai daya kekuatan mengikat. Berbeda dengan putusan 
declaratoir yang lahir darigugat volunteer. Daya kekuatan 
mengikatnya tidak ada, kecuali dalam penetapan cerai talak. Dalam 
penetapan cerai talak oleh karena pada hakikatnya tiada lain 
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daripada gugat contentiosa yang bersifat semu, undang-undang 
melengketkan sifat kekuatan mengikat kepada suami istri. Namun 
secara umum, penetapan yang lahir dari gugat volunteer hanya 
mempunyai kekuatan kepada diri pemohon sendiri. 
Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai 
kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang 
mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk menaati 
putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan 
kepada pihak yang lain. Keingkaran untuk memenuhi dan menaati, 
bisa menimbulkan akibat hukum. 
(v) Putusan Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian 
Hal lain yang tidak kurang pentingnya, ialah asas nilai kekuatan 
pembuktian yang melekat pada putusan. Sejalan dengan sifat 
kekuatan mengikat yang melekat pada setiap putusan pengadilan, 
dengan sendirinya menurut hukum, melekat pula nilai kekuatan 
pembuktian yang menjangkau: 
- Para pihak yang berperkara, 
- Orang yang mendapat hak dari mereka, dan 
- Ahli waris mereka. 
Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di kemudian hari, dan 
sengketa perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang telah 
tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan 
sebagai alat bukti unutk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai 
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kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat 
“sempurna” (volledig), “mengikat” (bifdende), dan “memaksa” 
(dwingend). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur ne bis in 
idem sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUH Perdata. 
Jadi, apabila kelak pihak lawan mengajukan gugatan mengenai 
pihak-pihak yang sama, objeknya sama serta dalil gugatnya sama 
dengan apa yang tercantum dalam putusan, di samping putusan 
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan 
memaksa (volledig, bifdende en dwingend bewijskracht), di dalam 
putusan juga telah terkandung unsur nebis in idem, yang 
mengakibatkan gugat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal yang 
seperti itu antara lain dapat dilihat dalam putusan MA tanggal 3-10-
1973, No. 588 K/Sip/1973. Putusan ini menyatakan karena perkara 
yang digugat sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai 
dalil gugatan maupun objek dan subjek perkara, sedang putusan 
yang terdahulu tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di 
dalamnya sudah terkandung unsur nebis in idem, dan gugatan harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. 
Lain halnya dengan penetapan yang lahir dari gugatan 
permohonan atau volunteer. Dalam keputusan yang berbentuk 
penetapan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian terhadap 
siapa pun. Juga, dalam penetapan tidak akan pernah terkandung 
asas nebis in idem. Sebagai salah satu contoh dapat dikemukakan 
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putusan MA tanggal 27-6-1973, No. 144 K/Sip/1973. 
Pertimbangannya berbunyi: “Penetapan mengenai ahli waris dan 
warisan dalam penetapan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 April 
1956 No. 43/1955/Pdt dan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik 
tanggal 23 November 1965 No. 66/1962/Pdt, tidak merupakan nebis 
in idem, oleh karena penetapan No. 43/1955/Pdt tersebut hanya 
bersifat declaratoir sedang dalam perkara No. 66/1962/Pdt tersebut 
ada sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan”. Dalam 
putusan tersebut terdapat penegasan, putusan yang bersifat 
declaratoir yang terwujud dari gugat volunteer, tidak mengandung 
nebis in idem.(Yahya Harahap, 2005 : 311) 
(vi) Putusan Mempunyai Kekuatan Eksekutorial 
Sifat atau asas lain yang terkandung dalam keputusan 
Pengadilan yang berbentuk putusan adalah kekuatan eksekutorial. 
Apabila dalam putusan tercantum amar yang bersifat condemnatoir, 
maka dalam putusan tersebut melekat kekuatan eksekutorial. Jika 
pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela, 
putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasar ketentuan Pasal 
195 HIR atau Pasal 206 RBG. (Yahya Harahap, 2005 : 311) 
Hal ini sesuai dengan asas yang telah dibicarakan bahwa 
keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengikat kepada 
para pihak. Di samping berkekuatan mengikat juga menuntut 
pentaatan dan pemenuhan. Pihak yang dijatuhi hukuman mesti taat 
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dan memenuhi bunyi putusan. Pentaatan dan pemenuhan dapat 
dilakukan pihak yang dihukum dengan sukarela. Tetapi kalau dia 
tidak mau mentaati dan memenuhi secara sukarela, pihak yang 
menang dapat menuntut pemenuhan secara paksa melalui Ketua 
Pengadilan yang bersangkutan. 
Sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, 
dan pihak yang kalah sudah di aanmaning atau diperingati dalam 
tempo paling lama delapan hari, tidak juga memenuhi bunyi putusan, 
terwujudlah dalam putusan kekuatan eksekutorial (excecutorial 
kracht). Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan 
eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan 
berwenang memerintahkan dan memimpin pelaksanaan putusan. 
Untuk itu dia mengeluarkan penetapan perintah eksekusi kepada 
juru sita, agar juru sita melakukan eksekusi sesuai dengan bunyi 
putusan. 
Akan tetapi jika putusan tidak mengandung amar yang bersifat 
condemnatoir, dan amarnya bersifat “deklaratif”, dalam putusan tidak 
melekat kekuatan “eksekutorial”. Misalnya, terjadi sengketa antara 
suami-istri mengenai harta bersama. Ternyata putusan pengadilan 
hanya menyatakan harta terperkara adalah harta bersama antara 
suami dan istri. Tidak ada amar lain yang menghukum atau 
memerintahkan pembagian. Walaupun putusan tersebut lahir dari 
gugat contentiosa, tidak dapat dieksekusi. Amar putusan hanya 
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bersifat deklaratif, dan amar deklaratif tadi, tidak dibarengi dengan 
amar condemnatoir, sehingga putusan tidak memiliki kekuatan 
“eksekutorial”. Untuk melengketkan daya kekuatan eksekutorial 
dalam kasus dimaksud, harus lagi diajukan gugat baru berupa 
permintaan pembagian. Jika tidak diajukan gugatan baru, selamanya 
putusan tidak dapat dijalankan melalui eksekusi. Kecuali pihak yang 
kalah mau melaksanakan dengan sukarela,lain soalnya. Tetapi 
menurut pengalaman, maka ada pihak yang berperkara mau 
melaksanakan putusan dengan sukarela. Sedangkan putusan yang 
bersifat condemnatoir, jarang bersedia melaksanakan secara 
sukarela, begitu pula kalau putusan bersifat declaratoir. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kantorPengadilan Agama Makassar 
dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Makassar adalah 
instansi yang berwenang dalam memberikan keterangan-keterangan 
ataupun data-data yang sangat akurat dalam penelitian penulis. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Makassar. 
2. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara 
meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lainmencakup dokumen-
dokumen resmi, penelaan literatur-literatur serta peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi 
yang dibutuhkan dengan metode: 
1. Metode penelitian kepustakaan (library search) 
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Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi 
dengan cara membaca berbagai buku, majalah, koran, jurnal ilmiah dan 
literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi yang akan 
dibahas dalam penelitian ini. 
2. Metode penelitian lapangan 
Dengan metode ini penulis memperoleh data dan informasi 
dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses 
wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Makassar. 
D. Teknik Analisis Data 
Sistem analisis data yang akan digunakan penulis ialah metode 
kualitatif selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Hal dimaksudkan untuk 
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 
guna menjawab permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Dasar danPertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar 
dalam Menetapkan Perkara Wali Adhal. 
Dalam Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, adapun duduk 
perkaranya sebagai berikut: 
Pemohon, berumur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati 
PT. Suzuki FinanceIndonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pai, 
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.Bahwa pemohon dalam surat 
permohonannya tertanggal 9 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Makassar dalam register, Nomor : 
58/Pdt.P/2010/PA.Mks tanggal 9 Juli 2010, telah mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut : 
1. Bahwa pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan 
dengan seorang laki-laki bernama Fulan bin Fulan, umur 28 tahun, 
pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Jl.Asmil Yonif 700 
Raider Makassar, dan keduanya telah sepakat untuk membina 
rumah tangga.  
2. Bahwa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan pemohon 
adalah Ayah kandung pemohon bernama Zakariah Daming, yang 
bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, 
Kota Pare-Pare.  
3. Bahwa pada bulan Desember 2009 Fulan bin Fulan datang 
kerumah pemohon menyampaikan maksudnya untuk melamar 
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pemohon, tetapi tidak diterima oleh ayah pemohon dan Fulan bin 
Fulan hanya berbicara dengan ibu, dan ayah kandung pemohon 
menolak maksud kedatangan Fulan bin Fulan tersebut dengan 
alasan Pemohon tidak mau dikawinkan dengan Anggota TNI AD. 
4. Bahwa setelah maksud untuk melamar pemohon tidak diterima oleh 
ayah kandung pemohon, maka pemohon mengajukan 
pemberitahuan hendak menikah pada KUA Kecamatan 
Biringkanaya, Kota Makassar, tetapi ditolak dengan surat 
penolakan No.368/DN.01/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010 karena yang 
berhak menjadi wali menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan 
pemohon dengan Fulan bin Fulan.  
5. Bahwa berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan 
Biringkanaya tersebut, pemohon akan tetap melangsungkan 
pernikahan dengan lelaki Fulan bin Fulan , karena pemohon sudah 
saling mencintai, sanggup membina keluarga, sekufu dan tidak ada 
larangan untuk menikah serta syarat perkawinan terpenuhi, maka 
sepantasnya jika pernikahan ini dilaksanakan dan sekaligus 
mengangkat wali hakim sebagai wali nikah pemohon dengan lelaki 
Fulan bin Fulan.  
Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon 
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar c.q. 
Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan sebagai 
berikut: 
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- Mengabulkan permohonan pemohon;  
- Menyatakan adhalnya wali pemohon untuk menjadi wali dalam 
pernikahan antara pemohon dengan lelaki Fulan bin Fulan;  
- Mengizinkan pemohon untuk menikah dengan lelaki Fulan bin Fulan 
dengan wali hakim;  
- Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk 
melangsungkan / mencatat pernikahan antara pemohon dengan Fulan 
bin Fulan;  
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Bahwa  pemeriksaan  perkara  dimulai  dengan  membacakan  
surat  permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh 
pemohon. 
Bahwa wali pemohon (Zakariah Daming) tidak hadir dalam 
persidangan sehingga majelis tidak dapat didengar keterangannya, 
meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pare-
Pare. 
Bahwa di depan sidang, pemohon telah mengajukan alat bukti 
berupa: 
- Bukti Surat: Penolakan dari PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar nomor: 368//PW.01/VII/2010 (Kode 
P). 
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- Saksi-saksi  
Saksi kesatu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah 
yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa saksi kenal pemohon karena kemanakan.  
- Bahwa pemohon telah berpacaran dengan Fulan bin Fulan 
dan telah datang melamar di keluarga pemohon untuk 
menikah.  
- Bahwa orang tua pemohon (Zakariah Daming) tidak bersedia 
menerima lamaran tersebut tanpa alasan yang jelas.  
- Bahwa pemohon tetap mau menikah dengan lelaki Fulan bin 
Fulan dan terakhir pemohon ke Kantor Urusan Agama untuk 
mengurus pernikahannya namun KUA tersebut menolak 
untuk mengawinkan. 
Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah 
yang pada pokoknya sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal pemohon.  
- Bahwa benar pemohon sudah lama berpacaran dengan 
Fulan bin Fulan, namun orang tuanya (wali) menolak untuk 
menjadi wali atas pernikahan pemohon dengan Fulan bin 
Fulan.  
- Bahwa lelaki Fulan bin Fulan telah datang melamar 
pemohon melalui orang tuanya, namun orang tua pemohon 
menolak dengan alasan yang tidak jelas.  
65 
 
- Bahwa pemohon dan Fulan bin Fulan pernah ke KUA 
setempat untuk menikah namun KUA tersebut tidak bersedia 
mengawinkan dan menolaknya. 
- Bahwa  pemohon  dengan  lelaki  Saeful  telah  cocok  dan  
sepakat  untuk menikah. 
TENTANG HUKUMNYA 
Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, bahwa 
pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya bermohon agar 
walinya/ayah kandung pemohon bernama Zakariah Daming, dinyatakan 
Adhal dengan mendalilkan bahwa walinya tersebut telah enggan atau 
menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan lelaki 
Fulan bin Fulan dengan alasan yang tidak berdasar hukum, karena 
penolakan itu hanya didasarkan atas penilaian wali tersebut yang tidak 
mau mengawinkan pemohon dengan seorang tentara. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama 
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maka 
sangat beralasan apabila wali pemohon tersebut dihadirkan dalam 
persidangan pemeriksaan terhadap permohonan penetapan adhalnya wali 
tersebut untuk didengar keterangannya, namun walinya tersebut menolak 
untuk hadir, bahkan menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Permenag 
tersebut, bahwa sebelum akad nikah berlangsung, wali hakim dalam hal 
ini PPN/Kepala Kantor Urusan Agama meminta kembali kepada wali untuk 
menikahkan calon mempelai wanita meskipun telah ada penetapan 
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Pengadilan Agama tentang adhalnya wali tersebut. Ketentuan-ketentuan 
tersebut menunjukkan bahwa hukum benar-benar memperhatikan dan 
menghargai hak perwalian wali nasab dalam pernikahan sepanjang wali 
itu bersedia menggunakan hak perwaliannya. 
Oeh karena itu, wali pemohon ,Zakariah Daming, yang tidak mau 
hadir dalam persidangan dinilai oleh majelis telah terbukti adhalnya wali 
tersebut, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan 
Agama Pare-Pare. 
Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, 
pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (kode P) dan dua orang 
saksi, yaitu Jutman bin Junudi dan Syarifah binti Sirajuddin, yang telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan 
dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya 
sehingga dinilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil 
dan materil suatu kesaksian. Berdasarkan alat bukti P berupa penolakan 
pernikahan dari PPN tersebut, maka ternyata pemohon telah berusaha 
untuk mendaftarkan kehendak pernikahannya dengan lelaki Fulan bin 
Fulan pada PPN tersebut akan tetapi ditolak dengan alasan bahwa wali 
dalam hal ini ayah kandung pemohon tidak memberikan perwaliannya. 
Berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi- saksi 
maka ternyata Fulan bin Fulan telah pernah datang melamar kepada 
pemohon melalui keluarganya akan tetapi lamaran itu ditolak oleh wali 
pemohon dengan alasan yang tidak berdasar hukum yaitu karena wali 
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tersebut tidak mau mengawinkan anaknya dengan seorang tentara, 
sedangkan di lain pihak pemohon dan lelaki Fulan bin Fulan tersebut 
sudah saling mencintai. 
Atas bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan 
pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa wali pemohon 
tidak merestui atau menolak memberikan perwaliannya dalam pernikahan 
pemohon dengan lelaki Fulan bin Fulan dengan alasan bahwa wali 
pemohon tidak mau mengawinkan pemohon dengan seorang tentara, 
padahal menurut hukum bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan 
seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan jika ternyata 
kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-sarat untuk melangsungkan 
pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya perbedaan agama (vide 
Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan atau adanya sikap dan 
perilaku calon mempelai pria yang menyimpang dari nilai-nilai hukum dan 
moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan penjudi, dan hal mana 
dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan dimaksud tidak ditemukan. 
Oleh karena itu wali pemohon harus dinyatakan tidak beralasan 
hukum untuk menolak menikahkan pemohon dengan lelaki Fulan bin 
Fulan sehingga dengan demikian permohonan pemohon, wali pemohon 
dinyatakan adhal adalah terbukti dan berdasar hukum sehingga patut 
dikabulkan. Oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal, maka 
sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan 
pemohon dengan lelaki Fulan bin Fulan dapat dilangsungkan dengan wali 
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hakim maka dengan demikian petitum permohonan pemohon tentang hal 
tersebut dapat pula dikabulkan. Pemohon yang sebagai calon mempelai 
wanita akan melangsungkan pernikahannya di wilayah hukum KUA 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Biringkanaya selaku Pegawai Pencatat Nikah harus 
ditunjuk sebagai wali hakim dalam pernikahan pemohon dengan lelaki 
Fulan bin Fulan sesuai ketentuan pasal 4 Ayat (1) Permenag Nomor 2 
Tahun 1987 sehingga dengan demikian petitum tersebut patut untuk 
dikabulkan 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 
menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, permohonan 
pemohon patut dikabulkan seluruhnya. 
Analisa Putusan 
Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. 
Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mayoritas umat Islam di 
Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.  
Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, 
karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, 
sedangkan anak perempuan tersebut telah bersikeras untuk tetap 
menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa tetap 
melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus 
mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar 
menetapkan adhalnya wali serta mengangkat wali hakim untuk 
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menikahkannya.  
Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan adhalnya 
wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan 
perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan 
bahwa: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia 
menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk 
membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya 
hak itu atau adanya kejadian itu”. 
Dalam perkara ini diketahui bahwa pemohon akan melangsungkan 
perkawinan dengan seorang laki-laki pilihannya, dan calon suami 
pemohon juga telah datang melamar ke rumah orang tua pemohon, 
namun ayah kandung (wali) pemohon menolak maksud kedatangan calon 
suami pemohon sehingga calon suami pemohon hanya berbicara dengan 
ibu kandung pemohon saja. 
Alasan penolakan wali tersebut adalah karena ayah kandung (wali) 
pemohon tidak ingin anaknya menikah dengan seorang dari tentara, 
dimana calon suami pemohon adalah seorang anggota TNI AD. Diketahui 
pula dari keterangan para saksi bahwa pemohon dan calon suami 
pemohon telah lama berpacaran dan antara keduanya juga sudah saling 
cinta dan cocok.Selain itu, para saksi juga menerangkan bahwa ayah 
kandung (wali) pemohon menolak lamaran calon suami pemohon dengan 
alasan yang sangat tidak jelas. 
Alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat 
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yang pokok dalam perkara wali adhal adalah surat penolakan pernikahan 
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (Kode P). 
Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya 
permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan 
mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai. 
Oleh karena salah satu wewenang pengadilan agama adalah 
memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama 
Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk 
menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam.Dalam menetapkan 
adhalnya seorang wali, pengadilan agama melihat alasan penolakan wali 
tersebut dibenarkan menurut syara‟ atau tidak, selain itu pengadilan 
agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang 
akan timbul dari putusannya itu. 
Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan 
yang wali nasabnya adhal, Pengadilan Agama mendasarkan pada 
Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim 
pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:  
Ayat (1): “Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di 
wilayah Indonesia atau di luar negeri ternyata tidak 
mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya 
tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan 
atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan 
wali hakim”.  
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Ayat (2):“Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut 
ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan 
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon 
mempelai wanita” 
Pengadilan Agama mengabulkan permohonan si pemohon untuk 
menetapkan adhalnya wali pemohon, karena alasan penolakan dari wali 
pemohon yang tidak mau menikahkan anaknya dengan seorang tentara 
tidaklah berdasarkan hukum. Menurut hukum bahwa alasan-alasan yang 
dapat dibenarkan seorang wali menolak untuk melangsungkan pernikahan 
jika ternyata kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-sarat untuk 
melangsungkan pernikahan, seperti tidak sekufu karena adanya 
perbedaan agama (vide Pasal 60 dan 61 Kompilasi Hukum Islam), dan 
atau adanya sikap dan perilaku calon mempelai pria yang menyimpang 
dari nilai-nilai hukum dan moral keagamaan, seperti pezina, pemabuk dan 
penjudi, dan hal mana dalam persidangan fakta-fakta tentang alasan 
dimaksud tidak ditemukan. 
 
Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi 
perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim 
kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa 
alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan 
dan mahar mitsil.Dalam hal ini majelis hakim harus menetapkan wali 
pemohon sebagai wali adhal, karena jelas bahwa wali pemohon menolak 
menikahkan tanpa ada alasan yang jelas dan juga pemohon dengan calon 
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suami pemohon sudah saling mencintai. Dalam kitab Al-Muhadzab (1995 
:429) dikatakan: 
Apabila seorang perempuan yang layak nikah minta 
dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya, lalu 
walinya menolak, maka pemerintahlah yang akan 
menikahkannya. 
Wahbah al-Zakhily (1997 : 6720) dalam mendefinisikan adhal 
menyebutkan: 
 
Adhol adalah penolakan wali untuk menikahkan anak 
perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-
laki yang sepadan dengan perempuan itu. Dan masing-
masing kedua calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan 
itu menurut syara‟ dilarang. 
Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Makassar yang 
telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan 
hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan maslahat, hal 
ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan 
syara‟. 
B. Proses Awal Masuknya Perkara Sampai Dengan Penyelesaian 
Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Makassar. 
Pada dasaranya penyelesaian suatu perkara wali adhal di 
Pengadilan Agama Makassar hanya terjadi di dalam persidangan, akan 
tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu : 
1. Meja I 
- Menerima surat gugatan dan salinannya. 
- Menaksir panjar biaya. 
- Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). 
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2. Kasir 
- Menerima uang panjar dan membukukannya. 
- Menandatangani SKUM. 
- Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas. 
3. Meja II 
- Mendaftar permohonan dalam register. 
- Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor 
SKUM. 
- Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat 
permohonan. 
- Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua 
melalui wakil panitera dan panitera. 
4. Ketua Pengadilan Agama 
- Mempelajari berkas. 
- Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim). 
5. Panitera 
- Menunjuk panitera sidang. 
- Menyerahkan berkas kepada majelis. 
6. Majelis Hakim 
- Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil 
para pihak oleh juru sita. 
- Menyidangkan perkara. 
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- Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan 
dengan tugas mereka. 
- Memutus perkara. 
7. Meja III 
- Menerima berkas yang telah diminut dari majelis Hakim. 
- Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat 
juru sita. 
- Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian 
dengan tugas mereka. 
- Menetapkan kekuatan Hukum. 
- Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait. 
- Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda 
Hukum. 
8. Panitera Muda Hukum 
- Mendata perkara. 
- Melaporkan perkara. 
- Mengarsipkan berkas perkara. 
Sedangkan perjalanan sidang, diatur sebagai berikut : 
1. Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali. 
2. Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang 
dilakukan oleh majelis hakim, yang isinya nasehat kepada 
pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga 
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nasehat kepada wali pemohon agar bias menikahkan anak 
perempuannya. 
3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan 
dengan pembacaan surat permohonan. 
4. Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa 
bukti surat maupun saksi-saksi. 
5. Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali 
pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka 
wali pemohon dinyatakan adhol, sedangkan apabila wali yang 
enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut 
hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap 
dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau 
terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka 
permohonan pemohon ditolak. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara 
wali adhal, dalam hal ini Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks, 
telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; 1. Alasan ayah 
kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam 
pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak 
berdasarkan pada hukum; 2. Wali pemohon tidak mau hadir dalam 
persidangan perkara ini; 3. Alat bukti surat (kode P) tentang 
penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) 
pemohon enggan menjadi wali; 4. Adanya keterangan dari dua 
orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon 
suami pilihannya sudah saling mencintai. 
2. Proses dari awal masuknya perkara sampai dengan penyelesaian 
perkara wali adhal ini di Pengadilan Agama Makassar sama 
dengan pengajuan permohonan pada umunya, yaitu dimulai dari 
tahap pengajuan perkara, pembayaran panjar biaya  perkara, 
pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penunjukkan 
panitera sidang, penetapan hari sidang, dan pemanggilan pihak-
pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam persidangan perkara 
tersebut pada waktu yang ditentukan. 
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B. Saran 
1. Hubungan antar keluarga hendaknya dijaga keharmonisannya, 
terutama hubungan antara orang tua dan anak. Alangkah baiknya 
bila tidak ada yang memaksakan egonya masing-masing. 
2. Apabila ada masalah antara orang tua dan anak lebih baik untuk 
dipikirkan matang-matang dan menyelesaikan permasalahan 
secara kekeluargaan dan berlandaskan pada ajaran agama yang 
telah diberikan oleh Allah SWT, agar anak senantiasa tetap 
berbakti kepada orang tuanya dan juga orang tua dapat 
menghindarkan anaknya dari dosa durhaka. 
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